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BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya,
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi pekerja penyandang
disabilitas di PT. Alfa Retailindo (Carrefour) dalam hal pemberian
kesempatan kerja sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
ada. Kesempatan kerja di Carrefour tidak membeda-bedakan kondisi fisik
calon pelamar tenaga kerja melainkan kemampuan dari tenaga kerja itu
sendiri untuk bekerja dan tidak ada jalur khusus untuk penerimaan calon
tenaga kerja penyandang disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya 1
(satu) karyawan penyandang disabilitas dengan nama Bapak Suratman
yang mengalami disabilitas pada bagian tubuh. Saat pelaksanaan
penerimaan kesempatan kerja perusahaan menggunakan perjanjian PKWT
dan sekarang Bapak Suratman masih bekerja di Carrefour dan menjadi
karyawan tetap.

2. Hambatan yang ditemukan dalam proses pemberian kesempatan kerja
yang dihadapi Carrefour yaitu tidak berasal dari perusahaan itu sendiri
melainkan datang dari pekerja penyandang disabilitas itu sendiri yaitu
dengan kurangnya rasa percaya diri atau kepercayaan diri yang dimiliki

pekerja sangat kurang untuk menghadapi dunia kerja dibuktikan dengan
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banyaknya pengalaman yang dihadapi Carrefour dalam pemberian kerja

pada penyandang disabilitas.

B. Saran

Saran dari hasil penelitian ini yaitu untuk perusahaan yang
mempekerjakan penyandang disabilitas agar dapat membantu mereka dalam
mengatasi hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam pekerjaan
dalam hal aksesibilitas untuk dapat meningkatkan hasil kerja dan serta
memberikan seminar-seminar untuk dapat meningkatkan kepercayaan diri
pada mereka dalam bekerja dan penyandang disabilitas menjadi aktif untuk

mencari pekerjaan dalam sebuah perusahaan.
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